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Abstrak
 

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak luas bagi kehidupan adalah timbulnya penyakit

pada seseorang yang dapat merugikan bagi penderita, keluarga dan ekonominya. Demam berdarah dengue

(DBD) adalah penyakit menular yang sering menyerang masyarakat yang sampai saat ini masih menjadi

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.

 

Di Kabupaten Lampung Utara, setiap tahun terjadi kasus DBD secara berflutuaksi. Dari tahun 1999 sampai

dengan tahun 2003 jumlah kasus sebanyak 79 penderita dengan kematian/penderita CFR (1,27 %).

Walaupun kasusnya reatif kecil namun faktor risiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) sangat mungkin,

karena Kabupaten Lampung Utara merupakan perlintasan dari pulau Jawa ke Sumatera, mobilisasi

penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk, curah hujan tinggi (192,8 mm), perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) khususnya pembuangan sampah sembarangan (83,3 %) dan adanya wilayah endemis DBD.

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran rinci tentang penggunaan anggaran program

pemberantasan DBD tahun 1999-2004, serta pengobatan penderita tahun 1999-2004, dan komitmen pejabat

yang berwenang dalam kebijakan anggaran.

 

Desain penelitian ini adalah riset operasional untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kasus DBD juga mengetahui komitmen pejabat tentang pedoman program dikaitkan dengan usulan untuk

dana pengobatan kasus.

 

Dari analisis diperoleh bahwa pendanaan anggaran program pemberantasan DBD tahun 1999-2004 terbesar

bersumber dana dari APBD II sebesar Rp. 141.943.000,00 (70,7%), kemudian APBN sebesar Rp

43.637.000,00 (21,74 %), dan PLN sebesar Rp 15.180.000,00.

 

Dana pemberantasan yang bersumber APBD II selalu tersedia setiap tahun, ini menunjukkan adanya

konsistensi dari Pemda untuk program tersebut.

 

Pada analisis kasus diketahui bahwa pada tahun 2004 di Kabupaten Lampung Utara terdapat 3 Kelurahan

endemis diwilayah satu kecamatan sehingga terdapat satu kecamatan endemis yaitu kecamatan Kotabumi

Selatan. Berdasarkan umur pada tahun 1999-2003 risiko untuk terserang kasus pada usia sekolah (5-14 th)

yaitu sejumlah 50 penderita, sedangkan untuk tahun 2004 pada usia produktif (15-44 th) sebesar 88

penderita, berdasarkan jenis kelamin tahun tahun 1999-2003 resiko terserang penyakit DBD lebih besar

pada laki-laki 44 penderita sedang perempuan 35 penderita, untuk tahun 2004 (Januari-Juni 2004) risiko

terserang hampir sama laki-laki 80 penderita perempuan 82 penderita.
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Perawatan penderita dilaksanakan di tiga tempat perawatan yaitu RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta

Handayani, dan Balai Pengobatan M. Yusuf yang semuanya berdomisili di Kotabumi.

 

Hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa dana program DBD dan sangat layak untuk

dialokasikan dan dana pengobatan setuju untuk diusulkan dalam program pemberantasan penyakit DBD,

akan tetapi dana program DBD terbesar hanya untuk kegiatan kuratif, sedang dana untuk promotif dan

preventif relatif sangat kecil.

 

Biaya yang harus dikeluarkan penderita rata-rata Rp. 770.200,00 sedangkan Upah Minimum Regional;

(UMR) sebesar Rp. 377.500,00. Apabila seorang diserang DBD (usia produktif), maka keluarga tersebut

akan kehilangan penghasilan sebesar 2,04 bulan (tidak mempunyai penghasilan).

 

Proporsi antara dana pengobatan dibanding dana pemberantasan adalah 4 dibanding 1, sedangkan perkiraan

pendanaan untuk program DBD tahun 2005 sebesar Rp. 48.604.600,00.

 

Kesimpulan yang dapat diambil, bahwa pendanaan program pemberantasan penyakit DBD terbesar

bersumber APBD II, dari 16 Kecamatan di kabupaten Lampung Utara 15 Kecamatan (93,8 %) terserang

DBD, pada tahun 2004 terjadi peningkatan kasus yang sangat bermakna terjadi KLB, komitmen pejabat

Pemda mendukung anggaran program pemberantasan DBD dalam alokasi pendanaan baik untuk

pemberantasan maupun pengobatan.

 

Disarankan untuk Dinas Kesehatan dan RSU meningkatkan koordinasi kepada instansi terkait bahwa

penyakit DBD yang mempunyai dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Demikian juga bagi Pemerintah

Daerah agar memenuhi apa yang menjadi komitmen, sehingga penyakit Demam Berdarah tidak lagi menjadi

masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.
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<hr><i>Analysis of Financing Program and Dengue Diseases Medication in North Lampung Sub-district in

the Year 1999-2004 One of the public health problems that have a great impact to life is the incidence of

infecting by disease, which can harm to patients, their family and their economic. Dengue is a contagion that

is often attack public, which until now still becomes the problem of public health in Indonesia.

 

In North Lampung Sub-district, happened Dengue case by fluctuated every year. From 1999 until 2003 there

are 79 patient with one death of CFR patient (1,27%). Although the case is small, but the risk of

extraordinary occurrence is very possible, because North Lampung Sub-district is a trajectory from Java to

Sumatra, high civil mobilization, civil density, high rainfall (192,8 mm), clean life behavior, and healthy

especially throwing garbage promiscuously (83,3%), and Dengue endemic area.

 

This research aim to get a detail vision about the use of Dengue eradication program budget in the year

1999-2004, and also patient medication in the year 1999-2004, and authority caretaker commitment in

budget policy.



 

This research design is an operational research to know and to evaluate program execution and Dengue case

also knowing the caretaker about guidance program correlated with suggestion for case medication budget

from the analysis got that the highest budget program for Dengue eradication in the year 1999-2004

stemming from APBD II budget in amount of Rp_ 14I.943.000,- (70,7%), and then APBN in amount of Rp.

43.637.000,- (21,74%), and PLN in amount of Rp. 15.180.000,-.

 

Eradication fund, which is stemming from APBD II always provided every year, it showing the consistent

from District Government for that program.

 

In a case analysis, known that in the year 2004 in North Lampung Sub-district there are 3 chief of village

endemic in one sub-district area so that got one endemic chief of village which is South Sukabumi sub-

district. Based on age in the year 1999-2003 risk of infected by the case in school age (5-14 years) is 50

patients, in the year 2004 for productive age (15-44 years) is 88 patients. Based on gender in the year 1999-

2004 the risk is higher in men than women which is men 44 patients and women 35 patients, for 2004 the

risk is almost at the same rate which is men 80 patients and women 82 patients.

 

Patient treatment conducted in three treatments place that are RSU May.Jend.HM.Ryacudu, RS Swasta

Handayani, and M. Yusuf medication hall, which all are in Kotabumi.

 

From interview result got information that Dengue program fund and very proper to allocate and medication

fund accept to be proposed in Dengue eradication program, however the biggest Dengue program fund is

just for curative activity, while promotion and prevention fund is relatively small.

 

Fund which has to be taken by patients is Rp. 770.200,- while UMR is Rp. 377.500,-. If someone got

Dengue (productive age) so the family will lose earnings in amount of 2,04 months (don't have an earn).

 

The conclusion is the biggest Dengue eradication program budgeting is stemming from APBD II, from I6

sub-district in North Lampung chief of village 15 sub-district (93,8%) got Dengue. In the year 2004 there's

an improvement of case, which is quite significant, happened KLB, District Government caretaker

commitment supporting Dengue eradicating program budget in allocation of budgeting whether for

eradicating or medicating.

 

It suggested to Health District and RSU to improve the coordination to the related institution that Dengue

has large affect to public life. In addition, the District Government to obey what has to be a commitment, so

Dengue disease will no longer become the health problem for public in North Lampung sub-district.
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